ABSTRAK
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Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas pencalonan
presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yang menuai kontroversi
karena dianggap menghambat kompetisi politik yang sehat. Penelitian ini
menganalisis perdebatan akademisi, khususnya pengajar politik dan hukum di
Banjarmasin, serta mengevaluasi ketentuan tersebut berdasarkan prinsip
demokrasi dan keterwakilan.

Menggunakan pendekatan socio-legal, penelitian ini melibatkan wawancara
dengan delapan akademisi dari empat perguruan tinggi di Banjarmasin, serta
analisis dokumen hukum dan studi kepustakaan. Penelitian berlangsung selama
satu bulan, dari 7 November hingga 2 Desember 2024, dengan analisis deskriptif
kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, menurut analis
politik Muhammad Rafy, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda, Pasal 222
menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk pelanggaran UUD 1945,
pelemahan demokrasi, politik transaksional, dan polarisasi politik. Kedua,
wawancara dengan dosen politik dan hukum di Banjarmasin mengungkap tiga
pandangan: seperempat mendukung PT 20%, sementara sisanya terbagi rata
antara mendukung PT dengan ambang <15% dan menolak PT sepenuhnya. Dalam
perkembangannya, Mahkamah Konstitusi pada awal Januari 2025 memutuskan
bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20%
bertentangan dengan konstitusi. Efektivitas penghapusan PT dalam mengatasi
permasalahan yang telah diidentifikasi oleh para analis dan akademisi dalam
penelitian ini memerlukan evaluasi lebih lanjut.
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